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BAB VI. PENUTUP

Pemerintahan Kabupaten Boalemo sepatutnya melaksanakan
pelimpahan  kewenangan (otonomi daerah) yang diberikan
pemerintah pusat salah satunya dengan melaksanakan proses
perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Perda RPJMD
Kabupaten Boalemo tahun 2012-2017 merupakan salah satu
bentuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut berdasarkan hasil
kajian naskah akademik perda tersebut. Dengan demikian, maka
perda RPJMD ini secara filosofis rasional, secara yuridis
berkkekuatan hukum dan secara sosiologis dapat diterima dengan
baik serta dilaksanakan bersama-sama. Naskah akademik ini
diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2012-
2017,
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Tanggal : 9, Oktober 2012
,»"'uryq7_5é/ S.Pcrjanjian Kerjasama/Prog penat

Nomor - 779
aan Perat, PerUU/ pr /2012.

Tanggal November 2012

da Hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas,

ak lanjut dari Nota kesepahaman antara Pemerintah

ngan Universitas Negeri Gorontalo Tanggal Tiga Bulan September
mi yang bertanda tangan dibawah ini :

bagai tind

[. Ridwan Hemeto,SH,MM, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan

Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan selanjutnya disebut sebagai pihak
Pertama.,

Nurdin,SP,Msi, Dalam hal ini bertindak sebagai Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Negeri

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Gorontalo,

dua Belah pihak sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik

nengan Peraturan Daerah di Kabupaten Boalemo secara swakelola, dengan ketentuan

ragaimana diatur berikut ini :

Pasal 1
Tugas dan Ruang lingkup Pekerjaan

Pihak  Pertama memberi kuasa kepada Pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di kabupaten Boalemo,
dengan focus pekerjaan:

4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara

b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.




' Pihak chUa

Wajib menerapkan prinsip koordinasi

ans; terkaiy dan mag

langsung, Yarakat secarg langsung maupun tidak

produk Kerjasama yang akan dihas;
Vegeri Gorontalg berupa Naskah A}
2 : ac

roduk Nasicah Akadem; i
2eemik berjuman 2 (dua ) byah Rancangan Peraturan Daerah,

S mengikuti ketentuan yang berlaku.

Membuat laporan Kemain - :
! MAJuan pekerjaan Mengenai studi yang telah selesai dilaksanakan.
Mempresentasekan hasi] Pekerjaan

plaksanaan Stud; lapangan hary

Membuat Berits : . . |
Mer a Acara Penyerahan hasil Pekerjaan, dan Pernyataan selesainya Pekerjaan.

Pasal 2
f"ersyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua menjadi milik Pihak Pertama.
Untuk melaksanakan hal-hal untuk dan atas nama yang dimaksud dalam Perjanjian

lim Ahli sebagaimana dimaksud yaity:

a. Nurdin,SP,MSi ( Ahli 'I‘anah/Lingkungan)

b. Dr.Nur M. Kasim, MH ( Ahli Hukum)

¢. Akub Z, Boesoera,SH,MH ( Ahli Hukum Lingkungan)

Pihak Kedua dapat menunjuk beberapa asisten untuk mendukung kerja Tim Ahli.

Pasal 3

Pembiayaan dan Cara Pembayaran
Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Pihak Pertama menyediakan dana sebesar Rp.
83.560.000,-( Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang

dianggarkan pada APBD Kabupaten Boalemo.
Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesaj

dilaksanakan.
Fenggunaan dana yang diterima oleh Pihak Kedua dapat digunakan untuk biaya

penyusunan Naskah Akademik dua Ranperda tersebut.

Semua dana/biaya yang diterima oleh Pihak Kedua harus dipertanggungjawabkan oleh

pihak kedua, dan harus dimasukkan /dilaporkan secara lengkap kepada pihak Pertama

dan merupakan dokumen SPJ.

Jika terdapat kewajiban kepada Negara/Daerah baik PPN,PPh dan pajak lainnya menjadi
“Nggungiawab Pihak Kedua sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

P trhitungan atas pemotongan tersebut pada ayat (5) akan dilakukan sesuai besarnya

*mbayaran angsuran.




